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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Langkah awal yang dapat dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ialah
dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dengan
secara cepat, tepat dan professional. Banyak kendala yang muncul dalam
proses perwujudan demi pemerintahan yang baik. Pemerintah sudah
mengeluarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut mengatur terkait tiga sasaran hasil
utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah
yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Meningkatkan percepatan sasaran hasil  tersebut, pemerintah
mengembangkan percontohan penerapan pada unit kerja lainnya. Secara
konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui
upaya Pembangunan Zona Integritas. Membangun Zona Integritas,
langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah : (1) Menyelaraskan instrument
Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2)
Penyederhanaan pada indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu
perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Cilacap dengan mengacu pada pedoman Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52
tahun 2014.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



3. Peraturan Presiden No. 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 tahun 2019 tentang
Organsiasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap No:
NOMOR : KEP/003/I/KA/IR.04/2025/BNNK-CLP tentang Pembentukan
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2025

. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satker dalam pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan tujuan memberikan

keseragaman pemahaman tindakan dalam membangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM.

. Pengertian Umum

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam
hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.



. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas
kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

. Unit kerja adalah unit/satuan kerja di instansi pemerintah, serendah-
rendahnya eselon Il yang menyelenggarakan fungsi layanan.

. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi;

. Tim Penilai Internal (TPI) adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi
pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam

rangka memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.



BAB I

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah  dengan
Deklarasi/Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa
instansinya telah siap membangun Zona Integritas.

2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Pimpinan dab
seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangani dokumen
pakta integritas. Penandatangan dokumen pakta integritas dapat dilakukan
secara serentak seluruh pegawai.

3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka
dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk
masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serat
dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindaklanjut dari

pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan

Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan,

Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan,

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

yang bersifat konkrit.



BAB IV

TIMELINE PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

TIME LINE
NO KOMPOMEN JANUARI I FEBRUARI I MARET I APRIL I MEI [ JUMI [ Juu [ AGUSTUS [ SEPTEMBER | OKTOBER | MNOWEMBER | DESEMEER
it fmw][ T wlwm]wl oo ]wm]w] v Jufm]w] s T u]w]w][ T olTmom]w[oofm]wla]Ju]lm][w[ T olwm][w[ iTau]lm]w] i Juo]m]w]von]m]w
MANAJENMEN PERUBAHAN
1 TIM KERIA
) DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS

PEMANTALAN DAN EVALUASI

PEMBANGUMNAN ZONA INTEGRITAS

PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA
KERJA




ﬁ —HEUNE

PENATARN TATA LAKSAMNA
Prossdur Operasionzl
1 Tetzp (S0P) kegiztan
utama
2 E-Office
I N N N A
5 Keterbukaan informasi
Publik




TIME LINE

NO KOMPONEN JANUARI [ FEERUARI [ MARET [ APRIL [ MEI [ JUNI I JuLl I AGUSTUS [ SEPTEMBER | OKTCBER | NOVEMBER | DESEMEBER

I o fwm]w ol wl o Jo]m]w]lrJufwm]w]l o olwm]Iw][ T o]lw][wloJu]Jwm]wlaJo]lwm]w][ v ToTwm]w[tJu]lm[w[alo]wm]w]v]ulm]w

PEMATAAN SISTEM MANAIEMEMN SDM

Perencanzaan
1 kebutuhan pegawai

sesuai dengan kebutuhan Organisasi

2 Paola Mutasi Internzl
Pengembangan
3 pegawzi berbasis
kompetensi
. Penetapan Kinerja

Individu

Penegalkan aturan
diziplin/kode etik/kode
perilalu pegawai

Sistem Informasi
Kepegawaian




TIME LINE

FPENGUATAN AKUNTABILITAS

Jurl

DESEMBER

Keterlibatan Pimpinan

Pengzelolaan
akuntabilitas Kinerja




TIME LINE I
NO KOMPOMNEN JANUARI APRIL JUMI AGUSTUS DESEMBER
FPEMGUATAN PENGAWASAN

n pengendalizn

Gratfikasi
2 Penerzpan SPIP -
3 Pengaduzn Masyzrakat
a Whistle-Blowing

System




Penanganan Benturan
Kepentingan




TIME LINE
NO KOMPONEN IANUARI [ FEBRUARI [ MARET [ APRIL MEI Jun JuLl [ AGUSTUS [ SEPTEMBER OKTCBER | NOWEMBER | DESEMBER
t o fmw| oo fwm]w [ s Jomw] o Julm]w]l o Jofm]w][ o Jo]lm[w][ i [e]fm[w[iJo]m]w[ v JTou]mw[r[o]m][ow rTo]lm]w]1[on]m]w
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIE
1 Stendar Pelayznan
24 7| 7| 4 ]| 5| EE| 8| 5| 3 7| 5
24 7| 7| 4 g 5 ;1 3 5| 3 7 5
31 25| 25| 23| 30 27 25 25 26 31 28 25
31 25| 25| 25| 30 27 25 25 26 31 28 25
31 25| 25| 25| 30 27 25 25 26 31 28 25
31 25| 25| 25| 30 27 25 25 26 31 28 25
3 3 7 5 2 7 4 1 5 3 1
entasi 3 3 7 5 2 7 4 1 5 3 1
3 3 7 5 2 7 4 1 5 3 1
3 3 7 5 2 7 4 1 5 3 1
3 3 7 5 2 7 4 1 5 3 1
Budayz Pelayanan 3 3 7 5 2 7 4 1 =l 3 1
2 Prima
3 3 7 5 2 7 4 1 5 3 1
3 3 7 5 2 7 4 1 5 3 1
3zi, daftar hadir
[ [ ]




Pengslolzan Pengeduzn

Penilzizn Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pemanfaatan Teknologi Informasi




BAB Il

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS BNNK CILACAP TAHUN 2025

NO KOMPONEN

INDIKATOR

RENCAMNA AKSI

BUKTI DATA DUKUNG

MANAJEMEN PERUBAHAN

1 TIM KERIA

5K Tim Kerja telah dibuat sesuai prosedur yang
telsh ditetapkan

Memyusun mekanisme pemilihan TIM Kerja ZI

SOP Pernyusunan Tim Kerja ZI

Pemilihan dan pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI

- 5K Tim Kerja

- Laporan Rapat Penyusunan

2 DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Dokumen rencana keria pembangunan Z1 telah
dibuat dan disahkan

Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI dan
mensosialisasikan kepada seluruh pegawai

5K Dokumen rencana kerja, ime line, dokumentasi
sosialisasi, media sosialisasi

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

Pemantauan dan evaluasi pebangunan Zl secara

Rapat evaluasi pembangunan Z1 setiap bulan , tindak lanjut hasil

Laporan pembangunan ZI, Nodin, Daftar hadir, Notulensi

3 Rapat, Lembar M ZI, Bukti lak: tindak
ZONA INTEGRITAS berkala 1 bulan sekali monev sebelumnya Iaipjutl Embar Monev £, BT pefaksanaan inta
Pimpinan berperan sebagai role model dalam Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin mengisi absensi )
. Dokume ntasi
pelaksanaan pembangunan ZI pegawai
a PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BU DAYA KERIA Agen Perubahan sudah ditetapkan Menetapkan SK Tim Agen Perubahan SK Tim Agen Perubahan, Konsep Kerja Agen Perubahan

Budaya kerja dan pola pikir sudah dibangun
dilingkungan organisasi

Budaya kerja terbentuk untuk diinte rnalisasi seluruh pegawai BN NEK
Cilacap

5K Budaya Kerja, Dokumentasi Sosialisasi Budaya Kerja

Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBE/WBBM

Komitmen bersama pembangunan zona Integritas, Rapat
Pembangunan Zona Integritas

Penandatanganan Komitmen Bersama, Daftar Hadir
Rapat, Deklarasi Seluruh Pegawai




NO KOMPOMNEN INDIKATOR RENCANA AKSI BUKTI DATA DU KU NG
PENATAAN TATA LAKSANA
S0P mengacu pada peta proses bisnis Instansi Pemetaan Proses Bisnis instansi Peta Proses Bisnis
Pembuatan SKEP Proses Bisnis Skep Peta Proses Bisnis
Pemetaan Kebutuhan SOP padatim Dokumentasi
S0P telah diterapkan Rapat penyusunan SOP Tahun 2025 (dikuti oleh para
Prosedur Operasional katim kerja) Nota dinas, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi
1 Tetap (SOP) kegiatan Penyusunan SOP Dokumen S0P
utama Sosialisasi SOP yang telah disusun Nota Dinas, Dokume ntasi
Pembuatan Publikasi SOP Poster
Im plementasi SOP yang telah disusun Dokumentasi
S0P telah dievaluasi Rapat monev pelaksanaan SOP Tahun 2024 Nota dinas, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi
Rapat monev pelaksanaan SOP bulan berjalan Nota dinas, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi
Sistem Pengukuran Kinerja unit yang sudah Pembuatan Skep SPBE Tahun 2025 Skep SPBE Tahun 2025
mengoptimalisasikan pemanfaatan Tl
Operasionalisasi Aplikasi pada bidang Penilaian kinerja Dokumentasi
yang telah digunakan
Maintenance Aplikasi pada hidang Penilaian kinerja yang | Dokumentasi
telah digunakan
Manajemen SDM yang sudah mengoptimalisasikan Operasionalisasi Aplikasi pada bidang Manajemen SDM Dokumentasi
pemanfaatan TI yang telah digunakan
2 E-Office Maintenance Aplikasi pada bidang Manajemen SDM yang | Dokumentasi
telah digunakan
Pelayanan publik yang sudah mengoptimalisasikan Operasionalisasi Aplikasi pada bidang Pelayanan Publik Dokumentasi
pemanfaatan T1 yang telah digunakan
Maintenance Aplikasi pada bidang Pelayanan Publik yang | Dokumentasi
telah digunakan
Monev pada pemanfaatan Tl (SPBE) Rapat monev pelaksanaan SPBE Tahun 2024 Nota dinas, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi
Rapat monev pelaksanaan SPBE bulan berjalan Nota dinas, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi
Adanya kebijakan tentang keterbukaan informasi publik Pembuatan Skep PPID 2025 Skep PPID 2025
Penyusunan SOP PPID 2025 SOP PPID (Permintaan Data)
Im pelentasi PPID berdasarkan Perka BN Nomor 11 Tahun | Dokume ntasi
3 Keterbukaan Informasi 2012 tentang Informasi Publik

Publik

Monev terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Rapat monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik
Tahun 2024

Nota dinas, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi

Rapat monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik
bulan berjalan

Nota dinas, daftar hadir, dokumentasi dan notulensi




KOMPONEN

INDIKAT OR

RENCANA AKSI

BUKTI DATA DUKUNG

PENATAA

N SISTEM MANAJEMEN SDM

Perencanaan

Kebutuhan pegawaitelah disusun oleh unit kerja mengacu
ke pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk

Kebutuhan pegawaitelah disusun berdasarkan pada peta jabatan
dan hasil aanalisis beban kerja untuk masing masing jabatan sesuai

1 kebutuhan pegawai masing-masing jabatan Kep/173/IV/5U /KP.02 .00/ 2015/BNN peta jabatan, sprin, Laporan ABK
sesuai dengan kebutuhan Organisasi Penempatan pegawai hasil rekrutmen mumi mengacu kepada Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen mumi mengacu
kebutuhan pegawai yang telsh disusun per jabatan ke pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan nodin & laporan rapat pemetaan jabatan P3K
Telah melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah Sudah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan pengembangan karier pegawai. pembuatan 5K Tim Baperjakat, rapat Tim Baperjakat
Me lakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan Semua mutasi pegawai antar jabatan telah mem perhatikan
2 Pola Mutasi Internal memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi | kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah
yang telah ditetapkan ditetapkan organisasi. Pembuatan Surat Usulan mutasi internal
Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk } . . )
pengembangan kom petensi Dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kom petensi Pemetaan pengembangan Kom petensi Pegawai
Kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar Persentase kesenjangan kom petensi pegawai dengan standar
kom petensiyang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kom petensiyang ditetapkan sebesar <25% Lapaoran Kesenjangan Pegawal
Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk |Seluruh pegawaidi BNNE Cilacap telah memperoleh
mengikuti diklat maupun ke se mpatan,/hak untuk mengikuti
Pengembangan ) )
A . pengembangan kom petensi diklat maupun pengembangan
3 pegawai berbasis lai ko tensi lainma
ainnya m petensi i
Lﬂnf:l];;t;rn_l:iiddaa?aen:akl:::::':?:Id;pg::zliprlggiz:liiannj]a: Me lakukan Monev Terhadap Hasil Pengembangan Kom petensi
penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
kinerja organisasi Doc: penetapan kinerja pegawai
ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan _SElL_IrUh Uk'_'lmn_ k?ne_rja_: ind'r-.ridut_elah me miliki kesesuaian ch_engafn
L o N ) indikator kinerja individu level diatasnya ; Doc: penetapan kinerja
. Penetap_arT Kinerja indikator kinerja individu level diatasnya staf, PK Kasi/kasubag, PK Ke pala BNNK Cilacap
individu Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan penilaian SKP Triwulanan
hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk Laparan Absensi triwulan, Penilaian SKP dan
pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan |Penilaian kirerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward. | Dokumentasi Penyerahan Reward
dll)
Penegakan aturan ) " - ) buku Saku Disisplin Pegawai
disiplin/kode etik/kode Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Mer1g|mp|emerjtas kan seluruh_atu_ran d]slpllnfkode et l_c,i‘kode_
5 ) _ ) N ) perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi
perilaku pegawai dilaksanakan/diimple me ntasikan terkait aturan disiplin/kode etik/kode
6 Sistem Informasi Data informasi ke pegawaian unit kerja telah dimutakhirkan Data informasi ke pegawaian Unit Kerja telah dimutakhirkan secara | laporan Penegaan Disiplin Pegawai

Kepegawaian

secara berkala

tiap bulan




PENGUATAN AKUNTABILITAS

Pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan
penyusunan perencanaan

Rapat Penyusunan Timeline 2025

Mota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi

Rapat Penyusunan Renproja 2025 - 2025

Mota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi

Rapat Penyusunan RPKAT 2025

Mota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi

Rapat Revisi Anggaran Level Kanwil

Mota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi

Rapat Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2026

Mota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi

1 Keterlibatan Pimpinan
Rapat Penyusunan REAEL Pagu Alokasi Anggaran 2025 Mota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan . S - S - .
Rapat Dialcg Ki P Pe Ki dan Matrik Peran Hasil 2025
penyusunan penetapan kinerja : ialog Kinerja / Penyusunan Perjanjian Kinerja dan " ran nast Mota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan | Rapat Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Bulanan Mota Dinas, Notulensi, Laporan Tindak Lanjut Dokumentasi, Absensi
pencapaian kinerja dan tindak lanjutnya Rapat Penyusunan LKIP 2025 Mota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Penyusunan Renproja 2025 - 2029 Dokumen Renproja
Dokumen Perencanaan Kinerja Yang Lengkap P RPKAT 2025 RPKAT 2025
{Renstra, Renproja, RPKAT, MPH) enyusunan
3 Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Matrik Peran hasil 2025 MPH 2025
Perencanaan Kinerja Telah berorentasi hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 PK 2025
Penetapan Indikator Kinerja Utama Penyusunan |KU 2025 IEU 2025
Dokumen Pelaporan Kinerja yang Akuntable Penyusunan LKIP 2025 LKIP 2025




NO KOMPONEN INDIKATOR RENCANA AKSI BUKTI DATA DUKUNG
PENGUATAN PENGAWASAN
Pembuatan Skep Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) SKEP UPG
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian Public Campaign Pesan Tolak Gratifikasi pada Baliho / banner Dokumentasi Pesan tolak gratifikasi pada Balihe / XBanner
eratifikasi = Membuat komten tolak gratifikasi di Sosial Media BNNK Cilacap Screenshot Pesan tolak gratifikasi pada sosial media
i Pengendalian Sosializasi Pengendalian Gratifikasi Nota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Gratifikasi Internalisasi Tolak Gratifikasi berupa Yel Yel Dokumentasi Yel Yel Tolak Gratifikasi
Membuat Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) (Bulanan) Laporan Tim UPG Bulanan
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan Rapat Monev Pengendalian Gratifikasi (Triwulan) Nota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Pengumpulan Laporan LHKPN dan SPT Bukti pelaporan LHEPN dan SPT
Pembuatan Skep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Skep Unit
Pemilik Risike {UPR), dan Sprin Unit Kepatuhan Internal {UKI) SKEP SPIP, SKEP UPR, Sprin UKI
Telah dibangun lingkungan pengendalian Memb_uat Rencana Kerja Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern )
Pemerintah {SPIP) Rernja SPIP
Membuat Laporan Sistemn Pengendalian Imtern Pemerintah (SPIP)
{Semester) Laporan Penanganan Risiko
Rapat Penilaian Risiko Nota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |-omouatan Manajemen Risiko dan Peta Risiko Peta Risiko
2 Penerapan SPIP Sosialisasi Manajemen Risika MNota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Rapat Monev Pemantauan Risiko (triwulan) Wota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi Membuat Laporan Tahunan Penerapan Manajemen Risiko (Tahunan)
Laporan Tahunan Pelaksanaan SPIP
5PI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh Sosialisasi SPIP
pihak terkait Nota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Membuat SKEP Unit Pengelola Pengaduan {UPP), dan Sprin SP4N LAPOR] Skep UPP dan Sprin SP4N LAPOR!
Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Pembaruan SOP UPP (Unit Pengelola Pengaduan) SOP UPP
Laporan Unit Pengelola Pengaduan (UPP-Pengaduan Masyarakat) (Bulanan) | Laporan Bulanan UPP
3 Pengaduzn Masyarakat pengaduan masyarakat dtindaklanjuti Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Insidentil) Laporan tindak lanjut pengaduan
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat i ¢ Rapat Monev Pengaduan Masyarakat MNota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah | Laporan Tindak Lanjut Monev Pengaduan Masyarakat (Laporan
ditindaklanjuti UPP-Pengaduan Masyarakat) (Bulanan) Laporan Monev tindak lanjut
Pembaruan S0P Whistleblowing System [WEBS) SOP WES
Whistie Blowing System telh diterapkan Sosialisasi Whistleblowing Systam [WES) ) _ ) _
Whistle-Blowing Nota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
4 System Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing Rapat Monev Whistleblowing System (UPP-Whistleblowing System)
System {Bulanan) MNota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah | Laporan Tindak Lanjut Whistleblowing System (UPP-Whistleblowing
ditindaklanjuti System) (Bulanan) Laporan tindak lanjut Pengaduan
Rapat |dentifikasi dan Pemetaan Benturan Kepentingan Identifikasi Benturan Kepentingan
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan | Pembaruan SOP Benturan Kepentingan dan Pemetaan Benturan
dalam tugas fungsi utama Kepentingzan S0P Benturan Kepentingan
Pembuatan Pakta Integritas Pimpinan Banturan Kepentingan Dokurnen Pakta Integritas yang telah ditandatangani
Penanggnar.\ Eent}Jmn _Kepem'i_nga.n telah Sosialisasi Benturan Kepentingan . . ; :
Penanganan Benturan disosialisasikan/internalisasi : i : : MNota Dinas, Notulensi, Dokumentasi, Absensi
5 Kepentingan Implementasi Benturan Kepentinga (Insidentil) Laporan Bulanan UPP
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |Laporan Penanganan Benturan Kepentingan{UPP-Benturan Kepentingan)
{Bulanan) Laporan Bulanan UPP
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan .
Kepentingan i Rapat Monev Penangznan Benturan Kepentingan MNota Dinas, Netulensi, Dokumentasi, Absensi
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah . . .
dir?ndaklanjuﬁ e g Laporan Tindak Lanjut Monev Benturan Kepentingan Laporan Tindak lanjut Pengaduan




NO

KOMPORNEN

REMNCANA AKSI

BUKTI DATA DUKUNG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Kebijakan Standar Pelayanan

Pembuatan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu sesuai PERMENPANRE Momor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan

5K Pedomnan Standar Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan yang di maklumatkan

Menyusun Maklumat Pelayanan, Membuat desain papan Maklumat Pelayanan, Membuat
konten publikasi Maklumat Pelayanan, Mempublikasikan konten Maklumat Pelayanan pada
media sosial

Maklumat Pelayanan

Perbaikan Standar Pelayanan (mempertimbangkan masukan stakeholder, hasil IPKP, dan

Pengaduan Masyarakat). dokumen
1 Standar Pelayanan Laporan Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Stakeholder dokumen

Review dan Perbaikan Standar Pelayanan Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat Stakeholder daftar hadir
Dokumentasi Rapat Dengar Pendapat Stakeholder dokumentasi
Rekap Hasil IPKP dokumen
Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat daokumen
Publikasi Standar Pelayanan —- Desain Konten Konten

Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publikasi Maklumat Pelayanan — Desain Konten Konten
Laporan Pelaksanaan Pelatinan /Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima laporan
Daftar Hadir Pelatinan,/Sosialisasi daftar hadir
Dokumentasi Pelatihan/Sosialisasi dokumentasi

Peningkatam Kemampuan dan/atau Kompetensi terkait
Budaya Pelayanan Prima

Maonitoring dan Evaluasi Kemampuan/Kecakapan Petugas/Pelaksana Layanan

file monitoring

Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kemampuan/Kecakapan Petugas/Pelaksana
Layanan

laporan monitoring

Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Kemampuan,/Kecakapan Petugas/Pelaksana Layanan
{Tentatif)

daftar hadir

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Kemampuan/Kecakapan Petugas/Pelaksana Layanan

dokumentasi




Budaya Pelayanan
Prima

Kemudahan Akses Informasi Pelayanan

Infarmasi Pelayanan di lingkungan kantor — Desain konten
Informasi Pelayanan di website/media sosial --Desain konten
Infarmasi Pelayanan terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dokumentasi

Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (unsur : disiplin, kinerja, hasil penilaian pengguna

layanan; diterapkan secara berkelanjutan) SK
Laporan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi nadin, daftar hadir, dokumentasi
Daftar Hadir Pemberian Penghargaan dan Sanksi daftar hadir
Sistem I?emberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Petugas Dokumentasi Pemberian Penghargaan dan Sanksi dokumentasi
Pemberi Pelayanan — —
Sertifikat Penghargaan sertifikat
Surat Peringatan {Tentatif) surat peringatan
Board Employee of The Manth pada Wall of Fame (Bintang 5) dokumentasi
Piala Bergilir dokumentasi
Pedoman Pemberian Kompensasi Pedoman

Sistern Pemberian Kompensasi

Laporan Pelaksanaan Pemberian Kompensasi (Tentatif)

laporan, nodin, dokumentasi, daftar hadir

Dokumentasi Pemberian Kompensasi [Tentatif)

dokumentasi

Sarana Layanan Terpadu/Terintegrasi

Dokumentasi sarana layanan terpadu di lingkungan kantor

dokumentasi

Dokumentasi sarana layanan terpadu secara online

dakumentasi

Inowasi Pelayanan (berbeda dengan satker lain, mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat, telah direplikasi)

#BNNGoesToSchool

1. BNN Pecah (BNN Pembina Upacara di Sekolah)

2. Sedina Karc BNN (Sehari Edukasi Anti Narkoba Bersama BNM)

3. BMN Bina Anak Sekolah : Layanan Rehabilitasi BNN kepada pelajar di sekolahnya

4. Lisa and Ronal {Life Skill Education and Room General Inspection)
HBNNUmtukMasyarakat -

1. Intervensi Berbasis Masyarakat

2. Skrining dan Intervensi Lapangan

3. Deteksi Dini melalui Tes Urin bagi lingkungan pemerintahan, pendidikan, swasta, dan

Tazyararal

4 Tamasya |"Taye" Keliling di Tengah Masyarakat)

5. Sabda (Safari Jumat di Masjid Anda)

6. Saminggu (Safari Minggu di Gereja Umat)
HBNNAdaDimanaMana

1. SiBaodil {Sistem Infermasi Bot Whatsapp BNNK Cilacap)
2_Tawan Narkoba [Peta Daerah Rawan Markoba)

informasi layanan & SK pemegang Layanan online

Pengelolaan Pengaduan

Media Pengaduan & Konsultasi Pelayanan yang Terintegrasi

Formulir untuk Pengaduan dan Konsuliasi Pelayanan (yang sudah diisi)

formulir pengaduan dan konsultasi

dengan 5PAN-Lagar! Media & Sarpras untuk Pengaduan & Konsultasi Pelayanan {Dokumentasi) - Media & Sarpras | dokumentasi
: Media online untuk Pengaduan & Konsultasi Pelayanan (Screenshot, Rekap, dil ) dokumentasi
Akses pada SPAN-Lapor! dokumentasi
Surat Penugasan Unit Pengelola daokumen
Unit yang Mengelola Pengaduan & Konsultasi Pelayanan Surat Penugasan Unit Pengelola SPAN-Lapor! dokumen
Laporan Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penanganan Pengaduan & Konsultasi Pelayanan daokumen
Evaluasi atas Penanganan Keluhan/Masukan & Konsultasi Daftar Hadir Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penanganan Pengaduan & Kensultasi Pelayanan daftar hadir
Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penanganan Pengaduan & Konsultasi Pelayanan dokumentasi

Penilaian kepuasan Terhadap Pelayanan

Survel Kepuasan Masyarakat

Instrumen Survei Kepuasan Masyarakat

formulir survei

Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat

dokumentasi publikasi

Penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat

laporan penghitungan

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

dokumen laporan




Publikasi Indeks Survei kepuasan Masyarakat

Publikasi Indeks Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan kantor

dokumentasi publikasi

Publikasi Indeks Survei Kepuasan Masyarakat secara onling

dokumentasi publikasi

Dokumentasi dokumentasi
Tindaklanjut atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Laporan Tindaklanjut dokumen
Menerapkan Tl dalam Pemberian Pelayanan Marasi Penjelasan dokumen
5 Pemanfaatan Teknologi Informasi Membangun Database Pelayanan yang Terintegrasi Marasi Penjelasan dokumen
Perbaikan Tl Terus Menerus Formulir Pendataan Perbaikan T1 dokumen
REFORM
Inovasi mendorong perbaikan pelayanan publik pada 5 aspek
R1 Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | dan mempercepat serta mempermudah survei efektivitas
Inovasi pada pelayanan telah dipermudah survei efektivitas
Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Penanganan pen_gaduan pelgyanan dan knnsgltasi dilakukan
R2 _ . melalui berbagai kanal/media secara responsif dan
Konsultasi bertanggungjawab dokumentasi pengaduan
HASIL
Instrumen Survei Persepsi Korupsi daokumen
Publikasi Survei Persepsi Korupsi dokumentasi publikasi
Penghitungan Survei Persepsi Korupsi laporan
H1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel Survei Persepsi Korupsi Laporan Survei Persepsi Korupsi laporan
Publikasi Indeks Survei Persepsi Korupsi di lingkungan kantor dokumentasi publikasi
Publikasi Indeks Survei Persepsi Korupsi di lingkungan kantor dokumentasi publikasi
Dokumentasi dokumentasi
Instrumen Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dokumen
Publikasi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dokumentasi publikasi
Penghitungan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dakumen
H2 Pelayanan Publik yang Prima Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan laporan

Publikasi Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan di lingkungan kantor

dokumentasi publikasi

Publikasi Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan di lingkungan kantor

dokumentasi publikasi

Dokumentasi

dokumentasi




BAB V

TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BNN KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

No. TARGET PRIORITAS
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
a. Pembangunan ZI BNNK Cilacap mendapat dukungan dari stakeholder terkait
b. Seluruh Pegawai BNNK Cilacap memahami dan melaksanakan Pembangunan ZI
Agen Perubahan melakukan aksi nyata Penguatan Stakeholder terkait Dampak
C. Pembangunan ZI
d. Budaya kerja terinternalisasi dalam setiap kegiatan pegawai BNNK Cilacap
2. PENATAAN TATALAKSANA
a. Penyusunan SOP yang mencakup peta proses bisnis instansi secara kelseluruhan
b. dan penguatan inovasi pada sosialisasi maupun implementasi SOP
Integrasi Aplikasi Pendukung SPBE
<. PENATAAN MANAJEMEN SDM
a. Pemenuhan kebutuhan pegawai dilaksanakan sesuai peraturan yg berlaku
b. Proses mutasi pegawai dilakukan sesuai aturan & transaparan, serta dilakukan
C. monitoring evaluasi;
Seluruh pegawai mendapatkan kesempatan untuk pengembangan karir dan
pengembangan kompetensi
Penilaian Kinerja Individu dibuat sesuai indikator kinerja level diatasnya
Memaksimalkan tugas & fungsi penegak disiplin pegawai
Pegawai dapat mengakses data informasi kepegawaian
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
b. Meningkatnya Capian Kinerja Unit Kerja




PENGUATAN PENGAWASAN

Pemberian pesan tolak gratifikasi yang lebih masif

Optimalisasi pelaksanaan SPIP untuk mengurangi dampak risiko

Optimalisasi peran Tim UPP pada setiap penanganan dan tindak lanjut pengaduan
Lebih mempermudah akses pengaduan masyarakat ataupun internal

Identifikasi benturan kepentingan, dan disosialisasikan hasil identifikasi beserta

mitigasinya

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Rebranding slogan layanan “Nglayani karo ati, ikhlas lan mantep kanthi sae”
Publikasi inovasi layanan BNN Kab. Cilacap per item

Peningkatan Sarpras




BAB VI

PENUTUP

Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini disusun untuk
dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam kegiatan Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Tahun 2025.
Dokumen ini bersifat dinamis, dalam artian ketentuan-ketentuan didalamnya
dapat berubah mengikuti keadaan yang ada.

Demikian rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, dibuat sebagai mana
tujuannya dan semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten Cilacap.
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